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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD merupakan 

sebuah lembaga yang berkedudukan atau bertugas sebagai penyelenggara pemerintah 

daerah yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran juga pengawasan yang dijalankan 

dalam unsur pelayanan administrasi terhadap rakyat atau pelayanan publik di daerah 

provinsi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang 

pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam sebuah rangka memenuhi 

kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

masyrakat/warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Samsudin, 2021). Dengan 

kata lain DPRD menjadi salah satu badan yang menyelenggarakan pelayanan publik 

untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, 

DPRD tidak hanya berpaku pada anggota DPRD terpilih yang duduk dikomisi, namun 

DPRD juga didukung oleh sekretariat DPRD.  

Sekretariat DPRD memiliki tugas yang tertuang didalam PP (Peraturan 

Pemerintah) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa tugas-

tugas dari sekretariat DPRD yaitu “menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan 

keuangan, mendukung pelakssanaan tugas dan fungsi DPRD juga menyediakan dan 

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak 

dan fungsinya sesai dengan kebutuhan”. Sekretariat DPRD ini juga memiliki struktur 

organisasi yang terdiri dari berbagai bagian, yakni Bagian Umum, Bagian Keuangan, 

Bagian Persidangan, serta Bagian Humas dan Protokol yang memiliki tupoksi masing-

masing serta pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan pegawai Honorer. Berikut adalah diagram jumlah 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan 

berdasarkan pada website SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) pada 

tahun 2025. 
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Gambar 1. Diagram PNS di DPRD Provinsi Sumatera Selatan  

 

Sumber: Kepegawaian tata usaha DPRD Prov. Sumsel berdasarkan website SIMPEG 

Berdasarkan pada data daftar hadir atau absensi tertulis pegawai di Bidang Umum 

DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 yang diperoleh penulis dari staf bidang 

analisis kinerja, jumlah seluruh pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Selatan adalah 315 orang pegawai yang terdiri dari 90 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), 3 orang sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K), dan 

222 orang pegawai Honorer.  Tugas pokok dan fungsi atau disingkat dengan Tupoksi dari 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu penyusunan dan 

pengelolaan agenda rapat dan kegiatan DPRD termasuk persipan dokumen yang 

diperlukan, pengelolaan administrasi dan dokumentasi (seperti notulen rapat, laporan 

serta surat menyurat), mengelola anggaran dan keuangan sekretariat termasuk 

pertanggung jawaban anggaran dan pengkoordinasian kegiatan antara DPRD dengan 

instasi lainnya (masyarakat dan stakeholder terkait), penyusunan kebijakan, membantu 

dalam proses legislasi termasuk penyusunan Rencana Peraturan Derah (Raperda) dan lain 

sebagainya. Tugas dan fungsi atau Tupoksi dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) adalah membantu pengarsipan dan pelaksanaan rapat termasuk notulensi 

DPRD, menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh anggota DPRD, 

menangani aspek administrasi dan keuangan terkait kegiatan DPRD, mengimplemtasikan 

program-program yang telah ditetapkan dan lain sebagainya. Tupoksi dari pegawai 

Honorer sendiri adalah mendukung berbagai kegiatan administratif dan operasional 
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sehari-hari, melaksanakan tugas-tugas umum yang membantu sekretariat, membantu 

PNS  menjalankan pelayanan publik, memberikan dukungan administratif serta 

operasional seperti pengelolaan dokumen dan pengarsipan serta mendukung kelancaran 

birokrasi dan lain sebagainya.  

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak serta kewajiban tentang 

kepegawaian, kewajiban para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut secara garis besar 

adalah menjalankan tugas kedinasan serta melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan 

oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Sedangkan hak bagi para PNS adalah menerima 

kompensasi ataupun imblan, kompensasi atau imbalan tersebut didapat para PNS setelah 

menjalankan kewajiban mereka berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Kompensasi 

sendiri terbagi menjadi dua yakni kompensasi finansial secara langsung dan kompensasi 

tidak langsung. Kompensasi langsung yakni finansial yang didapat berupa upah atau gaji 

dalam bentuk nominal uang, sedangkan kompensasi secara tidak langsung berupa cuti, 

asuransi, maupun fasilitas instansi atau kantor yang menjunjang kesejahteraan pegawai 

seperti contohnya sarana mobilitas yang disediakan. Kedua kompensasi ini diatur dalam 

undang-undang dan peraturan daerah masing-masing para PNS, selain itu cuti sendiri 

menjadi Previlage yang didapat bagi para PNS dan PPPK dari pemerintah karena menjadi 

hak para pegawai yang menyandang gelar Aparatur Sipil Negara (ASN). Seperti yang 

tertuang dalam beberapa pasal Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 

kepegawaian yaitu pada Pasal 7 (1), (2), dan (3) yang berisi bahwa setiap Pegawai Negeri 

Sipil (PNS)  berhak memperoleh gaji yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan 

pemerintah yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan juga pekerjaan mereka 

serta gaji tersebut harus berpatokan pada pada produktivitas dan juga menjamin 

kesejahteraan, Pasal 8 yang mengatur tentang hak kepegawaian negeri untuk cuti, pasal 

10 yang mengatur hak setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS)  untuk pensiun dan pegawai 

negeri yang mempunyai syarat. Cuti sendiri merupakan keadaan dimana seorang pegawai 

tidak dapat masuk kerja karena mendapat izin dari pejabat yang berwewenang dalam 

jangka atau kurun waktu tertentu, dalam pelaksanaan cuti PNS harus disesuaikan dengan 

kebutuhan juga kinerja dari organisasi instansi pemerintah, tujuan dari pemeberian cuti 

kepada para pegawai ini bertujuan untuk melindungi para pegawai dari stres akibat 

pekerjaan sehingga dapat beristirahat sejenak, menenangkan jasmani dan rohani di tengah 
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kesibukan bekerja atau guna kepentingan lainnya di tengah kesibukan bekerja. 

Kewenangan dari cuti tersebut dapat dilegislasikan kepada pejabat lainnya sesuai 

berdasarkan ketentuan peraturan yang tengah berlaku, peraturan tersebut tertera dalam 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemberian cuti 

kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Cuti dapat digunakan dengan alasan tertentu seperti 

yang tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2021 

yakni cuti sakit, melahirkan atau keguguran kandungan, kecelakakan, dan lain sebagainya 

yang mana masing-masing cuti memiliki masa waktu cuti yang berbeda dan ketentuan 

cuti yang berbeda pula.  

Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2021 sendiri 

adalah pembaharuan dari peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 yang sama-sama 

mengatur tentang cuti pegawai. Perubahan tersebut terdapat pada Pasal I Peraturan BKN 

Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti diubah pada bagian angka III 

huruf A angka 15 diubah sehingga berbunyi “PNS yang menduduki jabatan sebagai guru 

pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapatkan libur menurut 

peraturan perundang-undang, berhak mendapatkan cuti tahunan”. Terdapat juga 

perubahan pada angka II huruf C, perubahan pada angka III huruf F ditambah 2 (dua) 

angka baru yakni angka 6 dan angka 7, dan perubahan diantara angka 3 dan angka 4 pada 

angka IV disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3A dan angka 4 sampai dengan angka 6 

diubah. Selain peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021, cuti Aparatur sipil negara memiliki 

beberapa dasar hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 

tentang organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara.  

Pembaharuan-pembaharuan tersebut ditujukan pemerintah untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat termasuk para pegawai terkait serta melakukan inovasi 

dalam pelayanan publik sehingga meningkatkan kenyamanan bagi para pegawai dan 

meningkatkan kinerja para pegawai. Fokus penelitian ini adalah para PNS di Sekretariat 

DPRD Provinsi Sumatera Selatan khusunya di Bagian Umum, Bagian Umum sendiri 

terdiri dari beberapa Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Sub 

Bagian Rumah Tangga, Sub Bagian Perlengkapan, dan Arsiparis. Bagian umum 
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mempunyai fungsi sebagai penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, serta memberikan 

dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Selatan.  Pada bidang umum sendiri untuk terdapat 37 pegawai PNS dan P3K, 

yang terdiri dari 34 orang PNS dan 3 orang P3K. Jumlah pegawai honorer lebih banyak 

jika dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun yang terikat pada 

perjanjian kerja berdasarkan pada peraturan pemerintah hanyalah pegawai yang 

menyandang gelar PNS atau PPPK sehingga para PNS tersebut memiliki tugas serta 

kewajiban yang lebih berat. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari staf 

kepegawaian subbagian Tata usaha pada bidang umum sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Selatan, pada tahun 2024 ada kurang lebih 41,11% atau 37 orang PNS dari 90 

PNS di bidang umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang mengambil cuti, 

penjabarannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Cuti tahun 2024 

NO Jenis Cuti Jumlah Persentase 

1. Cuti Tahunan  20 Orang/PNS 22,22% 

2. Cuti Sakit 12 Orang/PNS 13,33% 

3. Cuti Besar 3 Orang/PNS 3,33% 

4. Cuti Karena Alasan Kepentingan  2 Orang/PNS 22,22% 

Total 41,11% 

Sumber: kepegawaian subbagian tata usaha DPRD Prov. Sumsel  

Jika diamati secara garis besar tidak terdapatnya permasalahan dalam 

pengimplementasian cuti di bidang Umum DPRD Provinsi Sumatera Selatan, namun data 

terkait cuti secara menyeluruh belum dilakukan secara transparansi kepihak publik. 

Selain itu dalam cuti PNS di DPRD Provinsi Sumatera Selatan belum dilakukan secara 

digitalisasi, yang artinya pengajuan cuti masih dilakukan secara manual padahal dari 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sendiri sudah menerbitkan beberapa website atau 

aplikasi seperti MyASN, Simpeg (Sistem Informasi Manajmene Kepegawaian), dan E-

Layanan yang memudahkan layanan kepagawaian bagi ASN termasuk pengajuan cuti 

secara online. Proses pengajuan cuti yang masih dilakukan secara manual ini memerlukan 

waktu dalam tahapan pengajuan, sehingga tidak dapat dipastikan apakah cuti tersebut 

akan diundur atau mendapatkan kendala lainnya yang membuat PNS terhambat dalam 
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mengambil cuti kepentingan. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemberian Cuti Pegawai Di 

Bidang Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan” agar bisa mengetahui 

apakah pengimplementasi terkait cuti PNS sudah terealisasi dengan baik di Sekretariat 

DPRD Provisni Sumatera Selatan berdasarkan pada Peraturan BKN Nomor Nomor 24 

Tahun 2017 yang diubah menjadi Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:  

Bagaimana pengimplementasian Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 

Tahun 2021 tentang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bidang Umum 

Kesekretariatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:  

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 

Tahun 2021 tentang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bidang Umum 

Kesekretariatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yaitu: 

1. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini harapannya kedepan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta memberikan mafaat bagi 

pembaca dan peneliti selanjutnya  terutama yang berkaitan dengan Cuti Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) 

2. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan, saran, juga pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses 

pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. 
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